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* Bagian Hukum Setda Kab. Kudus

BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 020 / 16 / 2022

TENTANG

'PENETAPAN APARATUR SIPIL NEGARA

YANG DAPAT DITUGASKAN SEBAGAI PEJABAT PENGADAAN

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KUDUS,

bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran
pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Pengadaan

 Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing,

perlu menugaskan Aparatur Sipil Negara yang memenuhi
syarat sebagai Pejabat Pengadaan,

bahwa guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia
pengadaan barang/jasa yang dapat ditugaskan sebagai
Pejabat Pengadaan, dan sesuai ketentuan Pasal 74B
ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Aparatur
Sipil Negara yang dapat Ditugaskan sebagai Pejabat
Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik- Indonesia Nomor S5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);
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Menetapkan

KESATU

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33}, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63},

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1543);

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 768);

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 511};

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

: Aparatur Sipil Negara yang dapat ditugaskan sebagai Pejabat

Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun
Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.
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KEDUA : Penugasan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU sebagai Pejabat Pengadaan pada Perangkat
Daerah ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI KUDUS,
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e HARTOPO
Tembusan :
1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kudus yang terkait;

2. Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.
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NO NAMA NIP PERANGKAT
DAERAH
Dinas Perumahan,
S0 | ACHMAD TAMZIS, A.Md 19750226 199703 1 002 Kawasan
Permukiman dan
Lingkungan Hidup
51 | SRI HADI WAHYUNINGSIH, SKM 19740220 200604 2 009 | Dinas Kesehatan
52 | DANDY NOVA A, S.Si.Apt 19811122 200903 1 004 | Dinas Kesehatan
53 | ARI NOOR ANGGORO, SE 19811110 201001 1 031 | Kecamatan Mejobo
Dinas
54 | MUCHAMAD SOLEH, S.SIP, MAP | 19700508 199703 1 004 | Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Dinas
55 | YUNIAR TRI CAHYANI, S.Kom 19810624 200903 2 010 | Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
56 | AGUNG PURWANTO, S.Kom Dinas Komunikasi

19860112 201001 1 017

dan Informatika
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BUPATI KUDUS,
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